
  

44 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang “ANALISIS WAKTU PELAYANAN 

PELAKSANAAN PENGUJIAN LAIK JALAN BERDASARKAN PM 19 TAHUN 2021 

(Studi Kasus di UPTD PKB Balaraja Kab. Tangerang)”,maka dapat diambil 

kesimpulan berikut : 

1. Pada proses pengujian di UPTD PKB balaraja Kab. Tangerang 

khususnya pada proses pengujian laik jalan. Ada beberapa alat yang 

tidak terpakai yaitu alat uji kincup roda depan, & alat uji keakuratan 

penunjuk kecepatan. 

2. Waktu eksisting berlangsungnya proses pengujian laik jalan di UPTD 

PKB Kab. Tangerang yaitu berlangsung selama 4 menit 27 detik. Untuk 

waktu selama 4 menit 27 detik itu bisa diyakinkan pengujian yang 

terjadi adalah pengujian yang asal – asalan, pengujian yang hanya 

menginginkan suatu kendaraan cepat selesai tanpa mempedulikan 

faktor keselamatan pada kendaraan. 

3. Setelah berlangsungnya proses pengambilan data dan pengolahan 

data mengenai lama waktu pengujian laik jalan, dengan jumlah sampel 

25 kendaraan di dapatkanlah lama waktunya 8 menit 25 detik. Waktu 

pengamatan yang kedua sangatlah berbeda dengan waktu yang 

dihasilkan dipengamatan pertama yaitu hanya 4 menit 27 detik. Dapat 

disimpulkan proses pengujian laik jalan UPTD PKB Kab. Tangerang 

selama ini belumlah efisien, pengujian asal – asalan dan hanya 

menginginkan pengujian yang cepat selesai. Tanpa memikirkan faktor 

keselamatan. 

4. Ada beberapa kekeliruan terhadap tata letak pengujian laik jalan UPTD 

PKB Kab. Tangerang. Setelah penulis langsung terjun kelapangan 

maka mendapatkan hasil bahwasanya tata letak alat uji eksisting yang 

ada di Kab. Tangerang selama ini belumlah efisien karena dapat 

menyebabkan proses pengujian menjadi terganggu. 
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V.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis disini 

dapat mengemukakan beberapa saran guna peningkatan Standar 

Pelayanan yang telah dibuat pada pelayanan pengujian kendaraan 

bermotor yang meliputi 

1. Perlu adanya evaluasi terhadap proses uji laik jalan khususnya pada 

proses pengujian kincup roda depan dan pengujian akurasi alat 

penunjuk kecepatan. Alat pada pengujian tersebut harus diperbaiki 

agar bisa melakukan pengujian yang optimal. 

2. Perlunya adanya penetapan Standar Waktu Pelayanan Pemeriksaan 

Laik Jalan berupa SOP yang dimulai dari pengujian emisi gas buang, 

pengujian rem, pengujian lampu, dan seterusnya. 

3. Perlunya adanya penetapan Standar Waktu Pelayanan Pengujian Laik 

Jalan untuk satu kendaraan. Standar waktu yang dipakai adalah waktu 

minimal untuk satu kendaraan melakukan pengujian laik jalan yaitu 8 

menit 25 detik. Penulis mengharapkan UPTD PKB Kab. Tangerang 

memakai waktu pelayanan pengujian laik jalan ini untuk Standar 

Waktu Minimal untuk satu kendaraan pada proses pengujian laik jalan. 

Semakin lama pengujian untuk satu kendaraan berlangsung semakin 

bisa kendaraan tersebut bisa dijamin faktor keselamatannya. 

4. UPTD PKB Kab. Tangerang perlu memperbaiki tata urutan pengujian 

laik jalan. Tujuannya agar bisa melaksanakan pengujian yang optimal 

dan agar tidak terjadi proses penumpukan kendaraan. 
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